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Abstrak  

 

Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang 
memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Perubahan regulasi perpajakan 
melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 membawa 
implikasi penting terhadap sistem dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis konsep perhitungan Pajak 
Penghasilan Badan serta menganalisis perubahan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang HPP Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan 
perundang-undangan, buku referensi, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian 
menunjukkan bahwa perubahan tarif dan ketentuan Pajak Penghasilan Badan dalam 
Undang-Undang HPP Tahun 2021 secara teoritis mencerminkan upaya pemerintah dalam 
mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, 
kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan serta 
mendorong iklim investasi. Secara teoritis, perhitungan Pajak Penghasilan Badan pasca 
pemberlakuan Undang-Undang HPP Tahun 2021 telah sejalan dengan prinsip keadilan dan 
kemampuan membayar (ability to pay). 

Kata kunci: Pajak Penghasilan Badan; Undang – Undang HPP 2021; Perhitungan Pajak; 
Reformasi Perpajakan.  

Abstract  
 

Corporate Income Tax is one of the main sources of state revenue and plays a strategic role in 
supporting national development. The tax regulatory reform through Law on the 
Harmonization of Tax Regulations 2021 has brought significant implications for the corporate 
income tax system and its calculation in Indonesia. This study aims to theoretically examine 
the concept of corporate income tax calculation and to analyze the changes introduced by the 
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Law on the Harmonization of Tax Regulations of 2021. This research employs a qualitative 
method with a normative juridical approach through a literature review of statutory 
regulations, reference books, and relevant scientific journals. The results indicate that the 
changes in tax rates and corporate income tax provisions under the 2021 tax reform law 
theoretically reflect the government’s efforts to establish a fairer, more adaptive, and 
sustainable tax system. Furthermore, the policy is expected to enhance corporate taxpayer 
compliance and promote a more favorable investment climate. From a theoretical perspective, 
the post-reform corporate income tax calculation is consistent with the principles of tax equity 
and ability to pay. 
 
Keywords: Corporate Income Tax; Tax Law Reform 2021; Tax Calculation; Taxation Reform 

 

Pendahuluan 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, dengan Pajak 

Penghasilan (PPh) Badan sebagai salah satu kontributor terbesar. Data resmi 

Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 

2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, menjadikannya penyumbang terbesar dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun tersebut. Posisi pajak 

sebagai “tulang punggung penerimaan negara” menegaskan bahwa 

keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi 

pemungutan pajak. Selain sebagai penerimaan negara, PPh Badan juga berperan 

sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

investasi, dan pemerataan kesejahteraan. 

Untuk menghadapi perkembangan ekonomi global dan tantangan fiskal, 

pemerintah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 

HPP) Tahun 2021. Undang-undang ini membawa perubahan penting dalam sistem 

perpajakan nasional, termasuk perubahan tarif dan penguatan basis pajak pada PPh 

Badan. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah menciptakan sistem 

perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan adanya UU HPP, 

pemerintah juga berupaya meningkatkan kepastian hukum dan kepatuhan wajib 

pajak badan. 

Penelitian empiris sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh 

Badan membawa konsekuensi penting bagi perilaku dan kondisi fiskal perusahaan. 

Handayani et al. (2022), mengidentifikasi bahwa penyesuaian tarif memengaruhi 

strategi perusahaan dalam mengelola beban pajak, meskipun penurunan tarif tidak 
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selalu mengurangi praktik tax avoidance. Oktavianie (2019), menemukan bahwa 

dampak perubahan tarif terhadap beban pajak bergantung pada indikator 

pengukuran yang digunakan, sehingga efektivitas kebijakan tarif tidak seragam di 

seluruh perusahaan. Sementara itu, Ramadhan & Raphael (2025), menunjukkan 

bahwa perubahan tarif PPh Badan dapat berinteraksi dengan variabel internal 

seperti sales growth dan kinerja keuangan sehingga memengaruhi keputusan fiskal 

perusahaan. 

Dari berbagai penelitian tersebut terlihat bahwa kajian sebelumnya masih 

bersifat terfragmentasi, di mana sebagian menekankan aspek tarif pajak, sebagian 

pada stabilitas kebijakan, dan sebagian lainnya berfokus pada kepatuhan wajib 

pajak. Namun, belum ada penelitian yang menganalisis secara komprehensif 

bagaimana perubahan perhitungan PPh Badan dalam UU HPP 2021, termasuk 

penetapan tarif baru, penyesuaian penghasilan kena pajak, serta ketentuan fasilitas 

perpajakan. Padahal, aspek-aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dengan 

prinsip keadilan pajak, kemampuan membayar (ability to pay), dan kepatuhan wajib 

pajak badan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan 

tersebut melalui tinjauan teoritis yang menyeluruh atas perhitungan PPh Badan 

berdasarkan ketentuan UU HPP Tahun 2021. 

 

Kajian Pustaka  

1. Konsep Pajak  

Konsep pajak pada dasarnya merujuk pada kontribusi wajib yang diberikan 

masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, 

sebagaimana dijelaskan oleh Soemitro maupun dalam UU No. 28 Tahun 2007. Pajak 

dipahami sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi wajib 

pajak dan digunakan oleh negara sebagai sumber pembiayaan untuk memenuhi 

kepentingan publik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara 

http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/1


Gilbert Altha M.Toha, Gracelia Kolnel, Germalindo Thedo Putra Ragat, Fico Hervin 
Grimaldi Pratama Manoe, Juendiny Chrisna Ekasari  
Tinjauan Teoritis Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang – 
Undang HPP Tahun 2021 

 

Page 1018 of 1028 
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), Vol. 3, No. 4, Desember 2025 
 

menyeluruh. (Laser et al., 2019) dan (Amri, 2019) . Sifat memaksa tersebut 

menunjukkan bahwa pemungutan pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan 

mengikat bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Dengan demikian, 

pajak menjadi bagian penting dari sistem keuangan negara karena keberadaannya 

memastikan tersedianya penerimaan untuk pembangunan dan kebutuhan publik. 

Dalam perkembangannya, pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi 

anggaran, regulerend, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Pajak berperan 

sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan 

(Supriatiningsih & Astrinigsih, 2020). Selain itu pajak digunakan  sebagai alat 

pengatur aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal (Maulidhyna & Cahya, 2025), 

menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi (Aprida & Leony, 2022). 

Melalui fungsi redistribusi, pajak juga berperan dalam   mengurangi ketimpangan 

sosial melalui penyaluran kembali pendapatan negara kepada masyarakat (Khair et 

al., 2022). Dengan fungsi-fungsi tersebut, pajak menjadi fondasi penting dalam 

menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

 

2. Pajak Penghasilan Badan  

PPh Badan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang 

diperoleh oleh entitas berbentuk badan, bukan individu. Menurut Qotrunninda dan 

rekan-rekan, pajak ini dipungut atas seluruh penghasilan yang diterima badan 

selama satu periode pajak (Qotrunnida et al., 2025). Definisi “badan” sendiri 

merujuk pada entitas yang terdiri atas orang dan/atau modal, baik yang melakukan 

kegiatan usaha maupun tidak, sebagaimana dijelaskan oleh (Batbual & Kalalo, 2016) 

. Dengan demikian, PPh Badan merupakan bagian penting dari sistem perpajakan 

yang mengatur kewajiban pajak atas penghasilan badan hukum. 

Dasar pengenaan PPh Badan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu laba 

bersih setelah dilakukan penyesuaian fiskal. PKP diperoleh melalui perhitungan 

penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan sesuai ketentuan 

perpajakan. Proses ini membutuhkan rekonsiliasi fiskal, karena laporan laba rugi 

komersial yang mengikuti standar akuntansi harus disesuaikan dengan aturan 
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perpajakan. Penghasilan bruto mencakup seluruh penerimaan usaha maupun non-

usaha seperti penjualan, jasa, dividen, bunga, dan royalti. 

Biaya fiskal terdiri dari biaya yang diperkenankan dan tidak diperkenankan. 

Deductible expenses meliputi biaya operasional seperti HPP, gaji, sewa, utilitas, 

penyusutan dan amortisasi sesuai ketentuan pajak, biaya pemasaran, pelatihan, 

penelitian terbatas, serta biaya pinjaman dan sumbangan tertentu. Sementara itu, 

non-deductible expenses mencakup pengeluaran yang tidak boleh mengurangi 

penghasilan bruto, seperti dividen kepada pemegang saham, biaya terkait 

penghasilan bukan objek pajak, sanksi administrasi, penyisihan piutang yang belum 

pasti tidak tertagih, dan biaya perjalanan dinas yang melebihi batas. Dengan 

memahami komponen ini, perusahaan dapat menghitung PKP secara tepat sesuai 

aturan perpajakan. 

 

3. Teori Keadilan dan Kepatuhan 

Dalam melakukan tinjauan teoretis terhadap perhitungan Pajak Penghasilan 

Badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 

Tahun 2021, diperlukan landasan konsep yang mampu menjelaskan bagaimana 

beban pajak seharusnya dialokasikan secara adil kepada wajib pajak. Landasan 

teoretis tersebut penting untuk menilai kesesuaian antara ketentuan perpajakan 

dan prinsip keadilan pajak. Salah satu teori fundamental yang sering digunakan 

dalam menilai keadilan sistem perpajakan adalah Teori Ability to Pay. Teori ini 

memberikan kerangka pemahaman mengenai hubungan antara kapasitas ekonomi 

wajib pajak dan besarnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi. 

Prinsip Ability to Pay atau kemampuan membayar merupakan salah satu 

landasan normatif terpenting dalam sistem perpajakan modern, termasuk dalam 

pengaturan Pajak Penghasilan Badan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mangoting 

(2001), prinsip ini menekankan bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan 
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kapasitas ekonomi wajib pajak agar tidak menimbulkan ketidakadilan fiskal. 

Pandangan ini diperkuat oleh Rahmanda et al. (2016), yang menyatakan bahwa 

kemampuan membayar wajib pajak merupakan dasar distribusi beban pajak yang 

proporsional dan tidak membebani pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Dalam 

konteks Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021, 

prinsip ability to pay menjadi semakin relevan karena berbagai ketentuan baru yang 

mengatur tarif, fasilitas, dan penyesuaian mekanisme perhitungan PPh Badan pada 

dasarnya bertujuan meningkatkan keadilan serta menyesuaikan beban pajak 

dengan kondisi nyata wajib pajak badan. Oleh karena itu, teori ability to pay menjadi 

pijakan penting dalam tinjauan teoretis atas perhitungan Pajak Penghasilan Badan 

berdasarkan UU HPP 2021. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kepustakaan (library research) 

dengan cara menghimpun, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis 

yang berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan serta dinamika 

perubahan regulasinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan Tahun 2021. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan 

perundang-undangan, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi resmi yang 

berkaitan dengan PPh Badan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat 

teoretis dan tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. 

Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, 

prinsip, dan ketentuan normatif terkait PPh Badan dalam kerangka UU HPP 2021. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Gambaran Umum Undang – Undang HPP Tahun 2021 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP) merupakan reformasi besar yang dilakukan pemerintah 

untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Pembentukan undang-undang 

ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara secara 

berkelanjutan. Di samping itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
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diarahkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sekaligus 

menyempurnakan sistem administrasi perpajakan. Reformasi ini juga dimaksudkan 

untuk menyesuaikan ketentuan perpajakan dengan kondisi ekonomi pascapandemi 

dan perkembangan ekonomi digital. 

Tujuan utama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 

adalah menciptakan keadilan pajak melalui pengaturan yang lebih proporsional. 

Selain itu, UU HPP juga bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan 

kepastian hukum bagi wajib pajak. Penerapan ketentuan dalam UU HPP diharapkan 

mampu mendorong kepatuhan sukarela dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Sejalan dengan pendapat (Anggraeni et al., 2021), reformasi ini diarahkan agar 

sistem perpajakan Indonesia menjadi lebih sehat, berkelanjutan, dan seimbang bagi 

kepentingan negara maupun wajib pajak. 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mencakup 

beberapa klaster perpajakan utama, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Setiap klaster tersebut dirancang untuk 

memperkuat sistem perpajakan secara menyeluruh. Pada aspek Pajak Penghasilan, 

pemerintah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan guna meningkatkan 

kepastian hukum dan menutup peluang penghindaran pajak. Penyesuaian tersebut 

juga bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sebagai landasan 

sebelum membahas perubahan yang lebih spesifik pada PPh Badan. 

 

2. Perubahan Ketentuan Pajak Penghasilan Badan dalam UU HPP 2021 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan 

perubahan penting dalam pengaturan Pajak Penghasilan Badan. Salah satu 

perubahan utama adalah penetapan tarif PPh Badan sebesar 22% yang mulai 

berlaku sejak tahun 2022. Penetapan tarif tersebut menggantikan rencana 
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sebelumnya yang menurunkan tarif PPh Badan menjadi 20%. Kebijakan ini diambil 

untuk menjaga stabilitas fiskal serta menjamin keberlanjutan penerimaan negara. 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga 

memperbarui pengaturan mengenai natura atau kenikmatan yang diterima oleh 

pegawai. Dalam ketentuan terbaru, natura diperlakukan sebagai objek pajak 

sekaligus dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible 

expense) bagi perusahaan. Sebelum adanya reformasi perpajakan ini, natura pada 

umumnya tidak termasuk sebagai objek pajak dan juga tidak dapat dikurangkan 

dalam perhitungan pajak. Menurut Wijaya Suparna & Firmansyah Rifqy Azza 

(2022), kebijakan natura pada dasarnya dikenakan pajak namun tetap 

mengecualikan beberapa jenis fasilitas seperti makanan atau minuman bagi seluruh 

pegawai serta fasilitas kerja yang bersifat wajib,  

Selain itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 

memperjelas ketentuan terkait Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak 

badan. Penegasan ini dilakukan melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai jenis 

biaya yang boleh dikurangkan dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam 

perhitungan pajak. Kejelasan pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum 

dalam proses rekonsiliasi fiskal. Dengan demikian, penyesuaian ini membantu wajib 

pajak badan menghitung beban pajak secara lebih akurat dan sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. 

 

3. Tinjauan Teoritis atas Perhitungan PPh Badan UU HPP 

Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP) dapat dijelaskan secara teoretis melalui beberapa perspektif. 

Dari sudut pandang teori keadilan pajak, penyesuaian tarif dan pemberian fasilitas 

perpajakan mencerminkan upaya mewujudkan keadilan horizontal, yaitu perlakuan 

pajak yang sama bagi wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang serupa. Selain itu, 

kebijakan tersebut juga mencerminkan keadilan vertikal, di mana wajib pajak 

dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dikenai beban pajak yang lebih 

besar. Penyederhanaan dan penegasan aturan perpajakan dalam UU HPP turut 

berperan dalam mengurangi potensi perlakuan tidak adil dalam penerapan pajak. 
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Dari perspektif teori kepatuhan pajak, reformasi yang diatur dalam Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diarahkan untuk 

meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Upaya tersebut dilakukan melalui 

peningkatan kepastian hukum dan penegasan aturan perpajakan yang lebih jelas. 

Selain itu, pembaruan ketentuan dalam UU HPP juga bertujuan membatasi peluang 

terjadinya praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Pengaturan natura yang 

lebih ketat menjadi salah satu instrumen penting dalam menutup celah manipulasi 

biaya yang sebelumnya kerap dimanfaatkan oleh perusahaan. 

Sementara itu, dari perspektif efektivitas hukum, Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dinilai mampu meningkatkan 

efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Badan. Harmonisasi dan penegasan 

aturan perpajakan membuat perhitungan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih 

jelas dan sederhana. Kondisi tersebut berimplikasi pada berkurangnya potensi 

sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Hal ini sejalan dengan temuan 

Dianasari (2025), yang menyatakan bahwa penyederhanaan tarif dan 

restrukturisasi basis pajak meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha 

dalam merencanakan aktivitas ekonomi. 

 

4. Implikasi Teoritis Terhadap Wajib Pajak Badan  

Secara teoretis, perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa beberapa implikasi penting bagi wajib 

pajak badan. Pertama, terkait beban pajak, penetapan tarif PPh Badan yang tetap 

sebesar 22% membuat besarnya kewajiban pajak menjadi lebih mudah diprediksi. 

Kepastian tarif tersebut membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan 

pajak dan pengelolaan keuangan. Namun demikian, perubahan ketentuan yang 

menetapkan natura sebagai objek pajak berpotensi meningkatkan beban pajak bagi 

perusahaan yang banyak memberikan fasilitas kepada karyawannya. 
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Kedua, dari sisi kepatuhan pajak, pengaturan yang lebih jelas dalam Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mendorong perusahaan 

untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara benar. Penguatan administrasi 

perpajakan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin wajib pajak 

badan. Selain itu, meningkatnya transparansi dalam pengaturan perpajakan 

mengurangi ketidakpastian dalam proses pemeriksaan atau audit pajak. Dengan 

demikian, reformasi ini berpotensi menciptakan hubungan yang lebih seimbang 

antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. 

Ketiga, dalam aspek investasi, stabilitas tarif pajak serta penyederhanaan 

aturan perpajakan, termasuk pengaturan pajak atas dividen, berpotensi mendorong 

meningkatnya minat investor. Kepastian dan kesederhanaan regulasi perpajakan 

memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyana & Tjaraka (2024), menunjukkan bahwa 

harmonisasi perpajakan dan penghapusan pajak berganda menjadikan sistem Pajak 

Penghasilan lebih sederhana dan transparan. Kondisi tersebut pada akhirnya 

menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan. 

Analisis terhadap UU HPP 2021 menunjukkan bahwa reformasi ini secara 

konsisten diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, pasti, 

dan efektif. Anggraeni et al. (2021), menegaskan pentingnya harmonisasi untuk 

menjaga keberlanjutan fiskal, dan hal ini terlihat dalam perluasan basis pajak serta 

penegasan aturan pada PPh Badan. Perubahan perlakuan natura sebagaimana 

dijelaskan oleh Wijaya Suparna & Firmansyah Rifqy Azza (2022), memperkuat 

aspek kepatuhan dengan menutup celah penghindaran pajak sekaligus 

meningkatkan akurasi perhitungan PKP. Sementara itu, Dianasari (2025), 

menunjukkan bahwa penyederhanaan aturan dan penegasan biaya yang boleh 

dikurangkan meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak. 

Jika dibandingkan, ketiga penelitian tersebut saling melengkapi dalam 

menjelaskan dampak reformasi perpajakan. Anggraeni et al. menyoroti urgensi 

reformasi sistem perpajakan, sementara penelitian Wijaya Suparna dan Firmansyah 

Rifqy Azza memberikan bukti teknis terkait perubahan objek pajak, khususnya 

pengaturan natura. Di sisi lain, Dianasari menilai dampak reformasi tersebut 
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terhadap stabilitas dan kepastian administrasi perpajakan. Lebih lanjut, temuan 

Andriyana dan Tjaraka memperluas perspektif dengan menunjukkan bahwa 

stabilitas tarif dan pengaturan pajak atas dividen berperan dalam mendorong iklim 

investasi yang lebih kondusif, sehingga secara keseluruhan literatur menunjukkan 

bahwa perubahan UU HPP tidak hanya menata kewajiban perpajakan, tetapi juga 

meningkatkan kepatuhan, kepastian hukum, dan daya tarik investasi. 

Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 

meningkatkan kepastian fiskal melalui pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur. 

Kepastian tersebut membantu perusahaan dalam merencanakan investasi jangka 

panjang secara lebih terukur. Selain itu, kejelasan aturan perpajakan juga berperan 

dalam mengurangi risiko terjadinya sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas 

pajak. Dengan demikian, UU HPP tidak hanya menata ulang kewajiban perpajakan, 

tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

 

Simpulan  

Berdasarkan hasil kajian teoretis dan analisis terhadap perubahan ketentuan 

Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (HPP) Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan 

tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk menciptakan sistem 

perpajakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Menjawab rumusan masalah 

penelitian, kajian ini menunjukkan bahwa perubahan utama pada PPh Badan 

meliputi penetapan tarif tetap 22%, pengaturan ulang natura/kenikmatan, serta 

penegasan biaya fiskal dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)secara 

teoritis telah sejalan dengan prinsip keadilan pajak, kemampuan membayar (ability 

to pay), kepatuhan sukarela, serta efektivitas sistem perpajakan. 
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Secara teoretis, penyesuaian tarif dan basis pajak mencerminkan pelaksanaan 

keadilan horizontal dan vertikal, di mana wajib pajak dengan kondisi ekonomi 

serupa mendapat perlakuan yang sama, dan pihak dengan kemampuan lebih besar 

menanggung beban lebih proporsional. Pengaturan natura sebagai objek pajak 

sekaligus deductive expense juga menutup celah penghindaran pajak dan 

meningkatkan akurasi perhitungan PKP. Di sisi lain, perubahan struktur aturan 

yang lebih sederhana dan jelas meningkatkan kepastian hukum, sebagaimana 

ditunjukkan dalam temuan penelitian sebelumnya, serta memperkuat kepatuhan 

sukarela perusahaan. 

Hasil perbandingan literatur menunjukkan bahwa berbagai penelitian 

terdahulu mendukung arah reformasi dalam UU HPP: Anggraeni dan Kawan – 

Kawan menekankan pentingnya harmonisasi dan keberlanjutan fiskal; Suparna dan 

Azza menunjukkan bukti teknis peningkatan kepatuhan melalui pengaturan natura; 

Dianasari menyoroti peningkatan efektivitas hukum; dan Andriyana dan Tjaraka 

menegaskan dampak positif terhadap iklim investasi. Dengan demikian, UU HPP 

terbukti tidak hanya menyempurnakan mekanisme perpajakan, tetapi juga 

memberikan stabilitas fiskal dan administrasi yang mendukung aktivitas ekonomi 

dan investasi jangka panjang. 

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran 

penting untuk mendukung implementasi UU HPP. Pemerintah dan Direktorat 

Jenderal Pajak perlu memperluas sosialisasi dan pendampingan teknis terkait 

perubahan aturan natura, rekonsiliasi fiskal, dan tarif pajak agar pemahaman wajib 

pajak semakin merata. Wajib pajak badan juga disarankan untuk menyesuaikan 

kebijakan internal perusahaan, terutama terkait fasilitas karyawan dan pencatatan 

biaya fiskal, serta melakukan perencanaan pajak yang tetap patuh terhadap regulasi. 

Selain itu, penelitian selanjutnya perlu dilakukan secara empiris untuk menguji 

dampak nyata UU HPP terhadap beban pajak, kepatuhan, dan investasi, sehingga 

memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai efektivitas reformasi 

perpajakan ini dalam praktik. 
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